
 

 

 
 

 

 

 

 

MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN MENTERI  

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 53  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA 

DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 

dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 

  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  3.  
PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang  

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara  

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon  

I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa  

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden  

Nomor 135 Tahun 2014; 

 

4. Peraturan  . . . 

SALINAN 
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  4.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

  5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 

Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi 

Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 339); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN 

KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU 
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja 

dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi 

pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja 

 

 

   Pasal 2 

 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3  . . . 
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Pasal 3 

 

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

Pasal 4 

 

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

 

Pasal 5 

 

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman 

pada Peraturan Menteri ini 

 

 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 29  tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

Agar  . . . 
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Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 November 2014 

 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 

YUDDY CHRISNANDI 

 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Desember 2014 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

YASONNA H. LAOLY 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN PANRB 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, 

 
ttd 

 

Herman Suryatman 


